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MOTTO 

 

"Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, 

dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata."  

(WS Rendra) 

 

 

"Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success 

when they gave up." 

(Thomas Alfa Edison) 
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Abstrak 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah membuat seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, 

bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pemungutan dan pengelolaan 

PBB-P2 yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kemakmuran 

masyarakat. Kabupaten Jember telah siap menerapkan undang-undang tersebut pada 

tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan 

kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya, 

dengan rentang waktu yang diteliti adalah empat tahun terakhir (2011-2014). Objeknya 

adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, selaku pihak yang bertanggung jawab 

atas seluruh kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 setelah diterapkannya 

undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode deskriptif komparatif. Menganalisis datanya adalah dengan analisis trend. 

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2, pajak daerah, efisiensi, 

efektivitas, kontribusi, Pendapatan Daerah  
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Abstract 

The enactment of Law No. 28 Year 2009 on Local Taxes and Levies make all regions 

in Indonesia, including the district of Jember, are fully responsible for the entire 

collection and management of Property Taxes in Rural and Urban that will be used for 

regional development and prosperity of society. Jember is ready to implement the law 

in 2013. This research is to determine the efficiency, effectiveness, and Property Taxes 

in Rural and Urban contribution to local revenue before and after the transfer, with 

the time span studied were the last four years (2011-2014). The object is Jember 

District Revenue Service, which is responsible for the entire collection and 

management of Property Taxes in Rural and Urban after the implementation of the 

law. This research is a quantitative study with comparative descriptive method. 

Analyzing data with trend analysis. 

Key Word: Law No. 28 Year 2009, Property Taxes in Rural and Urban, Local Tax, 

efficiency, effectiveness, Contribution, Local Revenue 
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RINGKASAN 

Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi 

Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember); Kinanti Amalia Sari; 

120810301153; 2016; 95 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Jember. 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat 

penting untuk proses pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Salah satu 

bentuk pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan 

potensi besar yang bisa diterima negara untuk pembangunan nasional. Menurut 

Suryanto (2014) pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dilakukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi 

pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, 

transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan 

pinjaman berdasar kebutuhan daerah. Salah satu bentuk manifestasi dari desentralisasi 

fiskal tersebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi 

undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah 

menjadi lebih mandiri dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerahnya. 

Pengoptimalisasian penerimaan Pendapatan Daerah ini sangat penting bagi daerah 

untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.  

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari Dana Bagi 

Hasil Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, pembagian dan mekanisme perhitungan Pajak 

Bumi dan Bangunan yaitu 10% untuk pajak pusat dan 90% untuk pajak daerah. Dari 
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90% bagian tersebut, dibagi untuk provinsi sebesar 16,2%, biaya pemungutan/BP 

sebesar 9%, dan Kabupaten/Kota sebesar 64,8%. Pajak Bumi dan Bangunan yang 

dimaksud meliputi sektor perdesaan dan perkotaan (P2), serta sektor perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan (P3). Sesudah munculnya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009, pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 

menjadi pajak daerah yaitu dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan 

otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan 

baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan 

yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak 

daerah, memberikan kewenangan kepada kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 

daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 

pengaturan pada daerah. Berlakunya undang-undang tersebut (paling lambat tanggal 1 

Januari 2014), berarti bahwa seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 

pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Sehingga 

diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang 

sangat potensial. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang menerapkan 

undang-undang ini pada tahun 2013. 

Menurut berita, sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 

Jember yang dapat dikelola pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap 

tahun. Namun setelah dianalisis bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 

milyar, lalu setelah pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 

milyar. Namun Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan 

andalan untuk mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: www.jemberpost.com). Hal 

itu membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan 

Daerah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi 

PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya dengan 

rentang waktu yang diteliti adalah empat tahun terakhir (2011-2014). Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Objeknya 

adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Sumber datanya adalah dari data biaya 

pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 

2011-2014, data realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, dan Laporan 

target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah/APBD Kabupaten Jember tahun 

2011-2014 serta wawancara dengan petugas terkait. Metode analisisnya adalah dengan 

analisis trend. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2014 tingkat 

efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember secara keseluruhan menunjukkan 

kriteria sangat efisien, yang berarti bahwa Kabupaten Jember telah optimal dalam 

memanfaatkan biaya pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dalam 

jumlah tertentu untuk menghasilkan penerimaan dari PBB-P2, dengan 

trend/kecenderungan yang turun dari tahun 2011-2014, yang berarti semakin baik. 

Selanjutnya, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011 

menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, tahun 

2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif, yang berarti bahwa Kabupaten 

Jember belum maksimal mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, 

trend/kecenderungan efektivitasnya adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, 

yang berarti semakin baik. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014 secara keseluruhan dapat dikatakan masih 

sangat kecil terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jember. Namun, 

trend/kecenderungan kontribusinya adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, 

yang berarti bahwa kontribusi terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat. 

Kemudian, pengelolaan PBB-P2 setelah pengalihan lebih efisien, lebih efektif serta 

kontribusinya lebih besar daripada sebelum pengalihan.  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah, 

tercantum dalam APBN dan APBD, yang sangat penting untuk proses pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dalam APBN yaitu pajak pusat, 

sedangkan penerimaan pajak dalam APBD yaitu pajak daerah. Pajak pusat merupakan 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang 

pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak 

Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah 

satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. 

Menurut Suryanto (2014) pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dilakukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Beliau menjelaskan 

bahwa Desentralisasi fiskal, yang diatur dalam undang-undang tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan 

biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil 

pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, 

kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah. Salah satu 

bentuk manifestasi dari desentralisasi fiskal tersebut adalah terbitnya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal membuat daerah menjadi lebih mandiri dalam mengoptimalkan 

penerimaan Pendapatan Daerahnya. Pengoptimalisasian penerimaan Pendapatan 

Daerah ini sangat penting bagi daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan 
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pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan yang dapat 

membuat pembangunan daerah berkembang secara berkelanjutan adalah dengan 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari Dana Bagi 

Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah 

penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Nordiawan dkk., 2007:49). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pembagian 

dan mekanisme perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 10% untuk pajak pusat 

dan 90% untuk pajak daerah. Dari 90% bagian tersebut, dibagi untuk provinsi sebesar 

16,2%, biaya pemungutan/BP sebesar 9%, dan Kabupaten/Kota sebesar 64,8%. Pajak 

Bumi dan Bangunan dapat dibagi menjadi lima jenis yang biasa disingkat menjadi P2 

dan P3. PBB P2 merupakan PBB yang meliputi sektor perdesaan dan perkotaan 

sedangkan PBB P3 merupakan PBB yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berisi tentang pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Maka dari itu, seluruh kegiatan 

proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau 

penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009, tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu dapat 

meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang 

baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah 

dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 
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retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada 

kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak 

sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Berlakunya kebijakan 

ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang 

sangat potensial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengalihan 

pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014 

(sumber: www.pajak.go.id). 

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dari 105 kabupaten/kota 

yang baru melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada 

tahun 2013. Sebelumnya Kota Surabaya telah melaksanakan pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 pada tahun 2011, sekaligus sebagai kota pertama yang menerapkannya. 

Kemudian pada tahun 2012 terdapat 17 kabupaten/kota yang telah melaksanakan 

pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Sebelum pengalihan 

pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 Jember yang dapat dikelola pemerintah 

Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap tahun. Namun setelah dianalisis 

bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 milyar, lalu setelah 

pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 milyar. Namun 

Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan andalan untuk 

mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: www.jemberpost.com). Hal itu 

membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan 

Daerah, karena terlihat banyaknya pemukiman dan industri yang ada, baik di perdesaan 

maupun perkotaan.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang mewakili beberapa kota/kabupaten di 

Indonesia menunjukkan perbedaan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan 

Pradita, dkk (2014) dengan judul “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi 

Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya” menunjukkan pada tahun 2011-2013 
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tingkat efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 berada pada kriteria cukup efektif 

dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD termasuk dalam kriteria sedang. Sedangkan di 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Mataram, dan Kota Denpasar tingkat efektivitas 

penerimaan PBB-P2 menunjukkan kriteria sangat efektif. Penelitian yang dilakukan di 

Kabupaten Gresik oleh Adelina (2013) dengan judul “Analisis Efektifitas dan 

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah 

di Kabupaten Gresik” menunjukkan pada tahun 2007-2011 tingkat efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kriteria sangat efektif, serta tingkat 

kontribusi PBB terhadap PAD termasuk dalam kriteria sangat kurang. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mataram oleh Nurmalasari (2014) dengan 

judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan 

serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” 

menunjukkan pada tahun 2009-2013 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan berada pada kriteria sangat efektif, serta tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap 

PAD mengalami fluktuasi dan berada pada posisi ketiga dari seluruh pajak daerah. 

Kemudian penelitian serupa juga dilakukan di Kota Denpasar oleh Damaiyanti, dkk 

(2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap 

PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013” dan Prathiwi, dkk (2015) dengan judul 

“Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-

2014”. Keduanya menunjukkan kriteria tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 berada 

pada kriteria sangat efektif. Penelitian Damaiyanti, dkk (2014) menunjukkan pada 

tahun 2009-2013 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota Denpasar 

menunjukkan kriteria kurang. Di Kabupaten Probolinggo, penelitian yang dilakukan 

oleh Pertiwi, dkk (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Probolinggo)” menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan PBB kurang efektif. 

Dari pemaparan singkat beberapa penelitian sebelumnya terlihat bahwa variabel 

yang diambil rata-rata adalah efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan 
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Daerah. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel, yaitu efisiensi. Hal tersebut 

dikarenakan efisiensi dapat mencerminkan bagaimana proses dari pemungutan PBB-

P2 yang telah berlangsung di Kabupaten Jember. Keberhasilan organisasi dalam 

merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika 

ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar 

daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari 

pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan evaluasi untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam proses 

pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor. Selain itu, pada penelitian 

sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan PBB-P2 sebelum atau sesudah 

pengalihan menjadi pajak daerah. Maka dari itu, penulis juga tertarik untuk 

membandingkan bagaimana pengelolaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan 

menjadi pajak daerah. Dengan begitu, dapat diketahui perbedaan prosesnya maupun 

hasilnya yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperbaiki kebijakan 

kedepannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak 

Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya: 

1) Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di 

Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014? 

2) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan 

pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014? 
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3) Bagaimana kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah 

pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan yang menjadi fokus penelitian, yaitu: 

1) Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan 

pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014. 

2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan 

pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014. 

3) Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan 

sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-

2014. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui mulai dari proses pengalihan pengelolaan PBB-P2 

menjadi pajak daerah, kemudian perbandingan sebelum dan sesudah 

pengalihan, efisiensi dan efektivitas dari penerimaan PBB-P2 serta 

kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihan 

pengelolaan PBB-P2 sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

yang bermanfaat untuk kedepannya. 
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2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik 

bahasan yang berkaitan. 

3) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai keefisiensian dan 

keefektivitasan penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan 

pertimbangan dan perbaikan pada beberapa hal guna meningkatkan dan 

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga dapat dikatakan pajak 

merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan 

undang-undang (Mardiasmo, 2011:1). 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua fungsi berdasarkan 

pemungutannya, yaitu (Wardhono, dkk., 2012): 

a. Fungsi Budgeter, merupakan salah satu fungsi pajak yang umumnya 

dilakukan pada sektor publik dan dalam fungsi ini pajak merupakan suatu 

alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam 

rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan 

pemerintah pusat/daerah. 

b. Fungsi Pengaturan, merupakan fungsi yang dipergunakan oleh 

pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di 

luar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering 

dipergunakan pada sektor swasta. 
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:2) mengungkapkan bahwa agar pemungutan pajak tidak 

terjadi hambatan, maka dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa 

syarat, yaitu: 

a. Syarat keadilan atau pemungutan pajak harus adil 

Adil dalam memungut pajak dengan cara mengenakan pajak secara 

umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 

wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding pada 

Majelis Pertimbangan Pajak 

b. Syarat yuridis atau pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

yang berlaku 

Pajak telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, sehingga dapat 

memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dan Negara agar tercipta 

keadilan 

c. Syarat ekonomi atau pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 

perekonomian 

Dalam melakukan pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 

kelangsungan proses operasional dan produksi serta perdagangan 

sehingga tidak terjadi kelesuan perekonomian di masyarakat 

d. Syarat finansial atau pemungutan pajak harus efisien 

Biaya pemungutan pajak sebisa mungkin ditekan agar lebih rendah dari 

hasil pemungutannya sesuai konsep budgetary 

e. Pemungutan pajak harus sederhana 

Dengan melaksanakan pemungutan secara sederhana, maka akan 

mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

2.1.4.1 Pengertian 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

2.1.4.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  Pada tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 diperbaharui menjadi Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2004 berisi Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang 

PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur 

tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan 

daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota 

dimaksud (Siahaan, 2010:555). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 

beberapa perbedaan pada jenis pajak daerahnya yaitu seperti yang tercantum 

pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34 Tahun 2000 

dan UU No. 28 Tahun 2009 

UU No. 34 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2009 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Gol. C 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Parkir  

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan (perubahan nomenklatur)  

8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari 

Prov)  

9. Pajak Sarang Burung Walet (baru) 

10. PBB Perdesaan & Perkotaan (baru) 

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan  Bangunan (baru) 

Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai 

Pajak Daerah” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011 

2.1.4.3 Objek Pajak 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Objek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan yang dimaksud di 

sini berupa jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
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seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks Bangunan tersebut; jalan tol; pagar mewah; kolam renang; 

tempat olah raga; dermaga; taman mewah; kilang minyak, air dan gas, dan 

pipa minyak; serta menara. 

2.1.4.4 Objek Pajak Tidak Kena Pajak (OPTKP) 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan beberapa 

objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. Objek pajak yang dimaksud adalah yang: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; dan 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.1.4.5 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NJOPTKP) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, NJOP merupakan 

dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tiga tahun, kecuali objek 
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pajak tertentu penetapannya bisa dilakukan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. 

Sedangkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

untuk setiap Wajib Pajak. Hal-hal lebih lanjut mengenai Nilai Jual Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing. 

2.1.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek Pajak dan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.  

2.1.4.7 Tarif Pajak 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan tarif Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Hal-hal terkait tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

masing-masing. 

2.1.4.8 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan cara 

menghitung besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terutang yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai 

Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, 

atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

PBBP2 terutang =  Tarif Pajak x (NJOP − NJOPTKP)  
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2.2 Pendapatan Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan 

Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah 

menurut undang-undang tersebut meliputi: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Setelah berlakunya Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2009, PBB-P2 termasuk dalam pajak daerah. 

2) Dana Perimbangan 

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus. Dana bagi hasil sendiri terdiri dari beberapa sumber yaitu dana 

bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam. Sebelum berlakunya 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PBB lima sektor termasuk dalam dana 

bagi hasil pajak. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan 

berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan 

keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. 

Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam 

rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus 

yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional yang 
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dikoordinasikan dengan Gubernur dan mendanai kegiatan khusus yang 

diusulkan daerah tertentu yang dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah 

yang bersangkutan.  

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan 

Daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, 

dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan 

bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana 

darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah 

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang 

tidak dapat ditanggulangi APBD. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan 

pemerintah seperti pengalokasian dana darurat kepada daerah yang 

dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi 

sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. 

2.3 Pengukuran Kinerja 

Menurut Mahmudi (2015:6-14), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar 

dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai kesuksesan suatu organisasi, 

program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian yang penting 

dari proses pengendalian manajemen. Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat 

mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode 

berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, dan menciptakan 

akuntabilitas publik. Sehingga, pengukuran kinerja Dinas Pendapatan, yaitu 

pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk 

pengendalian, yang bermanfaat untuk Dinas Pendapatan di masa mendatang. 

Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio 
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efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan 

terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap 

keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi. 

2.4 Efisiensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisien adalah ketepatan cara (usaha, 

kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). 

Menurut Bayangkara (2014:13), efisiensi merupakan ukuran proses yang 

menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat dinilai dari penggunaan input 

(biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari 

kegiatan yang dilakukan. Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan 

antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi 

penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:  

Sumber: Halim (2012: L-7) 

Input dari proses pemungutan PBB-P2 ini adalah biaya pemungutan atau Biaya 

Operasional Pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. 

Menurut Mahmudi (2015:111), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai 

dengan kriteria berikut: 

a. Prosentase yang dicapai kurang dari 90% dinilai sangat efisien 

b. Prosentase yang dicapai antara 90%-100% dinilai efisien 

c. Prosentase yang dicapai 100% dinilai cukup efisien 

d. Prosentase yang dicapai lebih dari 100% dinilai tidak efisien. 

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak 

efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17 
 

 

yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan 

tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan 

harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi, perlu 

dilakukan perbaikan secara terus menerus. 

2.5 Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, 

pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Bayangkara (2014:14), 

pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan, efektivitas adalah suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah 

dicapai oleh organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, 

atau merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target 

penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus: 

Sumber: Halim (2012:L-6) 

Rumus tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PBB-

P2 yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut 

Mahmudi (2015:111), tingkat efektivitas dapat dikategorikan dengan kriteria berikut: 

a. Tingkat pencapaian di atas/sama dengan 100% berarti efektif 

b. Tingkat pencapaian diantara 85%-99% berarti cukup efektif 

c. Tingkat pencapaian diantara 65%-84% berarti kurang efektif 

d. Tingkat pencapaian dibawah/sama dengan 65% berarti tidak efektif. 

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin 

efektif suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase 

yang dicapai semakin kecil, maka semakin tidak efektif suatu organisasi atau kegiatan 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 
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tersebut berjalan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.6 Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah uang iuran (kepada 

perkumpulan, dan sebagainya) atau sumbangan. Menurut kamus ekonomi, kontribusi 

adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 

kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan 

sebagai sumbangan yang diberikan oleh komponen pendapatan terhadap keseluruhan 

pendapatan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari 

PBB-P2 dalam penerimaan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi PBB-P2 ini dapat 

diketahui dengan membandingkan antara penerimaan PBB-P2 periode tertentu dengan 

penerimaan Pendapatan Daerah di periode yang sama, yang dapat ditulis dengan rumus 

berikut:  

Rumus tersebut menggambarkan seberapa besar PBB-P2 memberikan sumbangan 

dalam penerimaan Pendapatan Daerah pada periode tertentu. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yaitu penelitian dari Pradita, dkk (2014) yang meneliti tentang 

“Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Surabaya” dan hasilnya pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan 

yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang cukup efektif 

dengan menggunakan lima aspek penilaian yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi, 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 
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kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Hasil 

lainnya yaitu kontribusi penerimaan PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota 

Surabaya termasuk dalam kriteria sedang yang ditunjukkan dengan terjadinya 

penurunan prosentase kontribusi PBB perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari 

tahun 2011-2013 dan peningkatan realisasi penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya 

dari tahun 2011-2013 yang diikuti peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya. 

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Adelina (2013) yang meneliti tentang 

“Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 

Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian tersebut adalah 

tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tahun 2007-2011 menunjukkan kriteria sangat efektif 

dengan persentase lebih dari 100%, serta tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dari tahun 2007-2011 

termasuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurmalasari (2014) yang meneliti tentang 

“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta 

Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah”. Objek 

penelitian tersebut adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Mataram dari tahun 2009-2013 menunjukkan kriteria sangat efektif, meskipun terjadi 

fluktuasi terlihat dari adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2009-2012, 

namun pada tahun 2013, setelah pemerintah Kota Mataram melakukan pengalihan 

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah, mengalami penurunan nominal. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya tindakan langsung yang dilakukan pihak terkait 

mengenai pemutakhiran data untuk menggali potensi Wajib Pajak yang ada dan sedang 

adanya renovasi gedung Dinas Pendapatan. Hasil lainnya adalah kontribusi Pajak Bumi 

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009-2010 mengalami 

kenaikan sebesar 6,55, sedangkan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan dua kali 

lipat dari kenaikan tahun 2009 yaitu sebesar 13,98. Kemudian dari tahun 2011-2012 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 
 

 

mengalami kenaikan hanya sebesar 0,97. Di Kota Mataram, kontribusi Pajak Bumi dan 

Bangunan berada pada posisi ketiga, setelah BPHTB dan pajak hotel. 

Damaiyanti, dkk (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan sangat efektif dengan 

presentase melebihi dari 100 persen dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai 

dengan 2013 dikatakan kurang dengan presentase dibawah 50 persen. Kemudian 

Prathiwi, dkk (2015) juga melakukan penelitian mengenai “Analisis Strategi 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta 

Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014” yang 

hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Kota Denpasar tergolong sangat 

efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melampaui dari yang telah ditargetkan 

sebelumnya. 

Pertiwi, dkk (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. Hasil penelitian tersebut yaitu Efektivitas 

pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena 

selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang 

telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 

4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. 

Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 

4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria cukup efektif. 

Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi 

Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 

78,32% dengan kriteria kurang efektif. 
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BAB III METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang menurut Indriantoro 

dkk. (2014:12) merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori 

melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian harus 

objektif untuk mewujudkan objektivitas penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode deskriptif. Dalam metode deskriptif, peneliti dapat 

membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga dapat dikatakan studi 

komparatif. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember karena peneliti melihat potensi yang 

cukup besar dari Kabupaten Jember dalam penerimaan PBB-P2. Seperti yang 

diungkapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember bahwa sebelum pengalihan 

pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 Jember yang dapat dikelola pemerintah 

Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap tahun. Namun setelah dianalisis 

bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 milyar, lalu setelah 

pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 milyar. Namun 

Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan andalan untuk 

mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: www.jemberpost.com). Hal itu 

membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan 

Daerah, karena terlihat banyaknya pemukiman dan industri yang ada, baik di perdesaan 

maupun perkotaan. Selain itu, Kabupaten Jember baru melaksanakan pengalihan 

pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2013, sehingga dapat dilihat 

perbandingannya dengan sebelum pengalihan. 
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3.3 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu efisiensi, 

efektivitas, dan kontribusi. Hal tersebut dikarenakan ketiga variable tersebut dapat 

mencerminkan kinerja, proses dan hasil dari penerimaan PBB-P2. Rentang waktu yang 

diteliti yaitu empat tahun terakhir (dari tahun 2011 sampai 2014), karena ingin 

mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas penerimaan PBB-P2 serta 

kontribusinya pada Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebelum dan setelah 

diterapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 menjadi pajak daerah. Kabupaten Jember menyatakan siap menerapkannya 

pada tahun 2013. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek dan data 

dokumenter. Menurut Indriantoro dkk. (2014:145), data subjek adalah data penelitian 

yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data dokumenter 

adalah data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau 

kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip. 

Pada penelitian ini, sumber datanya meliputi: 

1) Data primer, adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab masalah penelitian (Indriantoro dkk., 2014:146). 

Terkait penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara 

dengan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. 

2) Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip 

(Indriantoro dkk., 2014:147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
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ini terdiri dari data ekternal (Profil Kabupaten Jember) dan data internal (data 

Biaya Pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember 

tahun 2011-2014, data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, 

serta Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember tahun 2011-2014). 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu metode survei 

dengan melakukan wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penelitian. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

adalah metode penelusuran. Metode penelusuran dapat dilakukan secara manual (untuk 

data dalam format kertas hasil cetakan) dan dengan menggunakan komputer (untuk 

data dalam format elektronik) (Indriantoro dkk., 2014:151). 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, yaitu: 

a. Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk 

proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat 

ditulis dengan rumus: 

Sumber: Halim (2012: L-7) 

Biaya pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB-P2 maksudnya 

adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jember dalam 

proses pemungutan PBB-P2 pada periode tertentu. Sedangkan realisasi 

penerimaan PBB-P2 maksudnya adalah besarnya penerimaan PBB-P2 yang 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 
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diterima Kabupaten Jember pada periode tertentu. Menurut Mahmudi 

(2015:111), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria 

berikut: 

1) Prosentase yang dicapai kurang dari 90% dinilai sangat efisien 

2) Prosentase yang dicapai antara 90%-100% dinilai efisien 

3) Prosentase yang dicapai 100% dinilai cukup efisien 

4) Prosentase yang dicapai lebih dari 100% dinilai tidak efisien. 

b. Efektivitas 

Efektivitas merupakan perbandingan antara target penerimaan PBB-P2 dengan 

realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus: 

Sumber: Halim (2012:L-6) 

Target penerimaan PBB-P2 maksudnya adalah besarnya rencana penerimaan 

PBB-P2 yang akan diterima Kabupaten Jember pada periode tertentu. Rumus 

tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PBB-

P2 yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Mahmudi (2015:111), tingkat efektivitas PBB-P2 dapat dikategorikan 

dengan kriteria berikut: 

1) Tingkat pencapaian di atas/sama dengan 100% berarti efektif 

2) Tingkat pencapaian diantara 85%-99% berarti cukup efektif 

3) Tingkat pencapaian diantara 65%-84% berarti kurang efektif 

4) Tingkat pencapaian dibawah/sama dengan 65% berarti tidak efektif. 

c. Kontribusi 

Kontribusi merupakan perbandingan antara total realisasi penerimaan PBB-P2 

dengan total realisasi penerimaan Pendapatan Daerah suatu daerah pada periode 

tertentu, yang dapat ditulis dengan rumus: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 
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Rumus tersebut menggambarkan sejauh mana PBB-P2 memberikan 

sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Daerah suatu daerah pada periode 

tertentu.  

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, terdapat empat poin pembahasan, yaitu: 

1. Gambaran Umum 

Gambaran umum berisi profil Kabupaten Jember, gambaran singkat pengalihan 

pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, serta gambaran singkat perbedaan 

pengelolaan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, yang 

dilakukan dengan cara penelusuran pustaka dan wawancara dengan petugas Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember. 

2. Menyajikan data penelitian yang meliputi data biaya pemungutan PBB-P2, data 

target dan realisasi penerimaan PBB-P2, serta realisasi penerimaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014. 

3. Menentukan tingkat, rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan, perubahan setiap 

tahun, dan trend dari efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 

Kabupaten Jember tahun 2011-2014. 

a. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan seperti data biaya pemungutan 

PBB-P2, data realisasi PBB-P2, serta laporan target dan realisasi 

penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Jember tahun 2011-2014. 

2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS 

Excel 

3) Menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 
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𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 

Dalam menghitung tingkat efisiensi dapat langsung dilakukan dengan MS 

Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang 

telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan 

dengan besarnya tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2. Kemudian, 

menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta persentase 

perubahan tingkat efisiensi. 

4) Menentukan trend efisiensi penerimaan PBB-P2 selama empat tahun 

dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik. 

Dimana analisis trend merupakan gerakan yang berjangka panjang, 

lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah, naik atau turun.  

5) Menjelaskan hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 dari tahun 

2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif. 

b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan 

cara yang hampir sama, yaitu: 

1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data realisasi PBB-P2 dan 

laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten 

Jember tahun 2011-2014. 

2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS 

Excel 

3) Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2
𝑥 100% 

Dalam menghitung tingkat efektivitas dapat langsung dilakukan dengan 

MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang 

telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan 

dengan besarnya tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. Kemudian, 
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menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta persentase 

perubahan tingkat efektivitas. 

4) Menentukan trend efektivitas penerimaan PBB-P2 selama empat tahun 

dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik. 

5) Menjelaskan hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 dari tahun 

2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap 

Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data realisasi PBB-P2 dan 

laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten 

Jember tahun 2011-2014. 

2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS 

Excel 

3) Menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dengan 

menggunakan rumus: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

Dalam menghitung besarnya kontribusi dapat langsung dilakukan dengan 

MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang 

telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan 

dengan besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah. 

Kemudian, menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta 

persentase perubahan tingkat kontribusinya. 

6) Menentukan trend kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan 

Daerah selama empat tahun dengan menggunakan MS Excel yang 

disajikan dalam bentuk grafik. 

7) Menjelaskan hasil perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan 

Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif. 
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4. Melakukan pembahasan analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 

terhadap Pendapatan Daerah dengan menambahkan hasil wawancara untuk 

menjelaskan penyebabnya. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut: 

1) Tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014 

secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, yang berarti bahwa 

Kabupaten Jember telah optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan 

dengan jumlah tertentu untuk menghasilkan penerimaan dari PBB-P2. 

Trend/kecenderungan efisiensi penerimaan PBB-P2 adalah turun dari tahun 

2011 sampai tahun 2014, yang berarti semakin baik. Kemudian, pengelolaan 

PBB-P2 setelah pengalihan lebih efisien daripada sebelum pengalihan. 

2) Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011 

menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, 

tahun 2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif, yang berarti bahwa 

Kabupaten Jember belum maksimal dalam usaha mencapai target yang telah 

ditetapkan. Meskipun begitu, trend/kecenderungan efektivitas penerimaan 

PBB-P2 adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti semakin 

baik. Kemudian, pengelolaan PBB-P2 setelah pengalihan lebih efektif 

daripada sebelum pengalihan. 

3) Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember tahun 2011-2014 secara keseluruhan dapat dikatakan kecil, yang 

berarti bahwa kontribusi PBB-P2 sangat kecil pada total penerimaan daerah 

Kabupaten Jember. Meskipun begitu, trend/kecenderungan kontribusinya 

adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti bahwa 

kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat. Kemudian, 

kontribusi PBB-P2 setelah pengalihan lebih besar daripada sebelum 

pengalihan. 
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5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

1) Penelitian ini dilakukan hanya pada satu daerah, yaitu Kabupaten Jember 

2) Rentang waktu yang dipilih kurang panjang, yaitu hanya empat tahun terakhir. 

Sehingga kurang akurat apabila dilakukan estimasi atau peramalan di masa 

depan. 

3) Metode yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan analisis 

trend. Sehingga penelitian ini hanya dilihat dari hasil. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1) Bagi Objek Penelitian 

a. Agar efisiensi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, 

perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai 

seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat/wajib pajak. 

b. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2, dapat dilakukan 

beberapa upaya perbaikan seperti mengevaluasi atau melakukan 

restrukturisasi organisasi dan tata kerja pengelolaan dan penambahan 

SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan PBB-P2, meningkatkan 

kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal, 

serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera dan 

menambah tempat pembayaran yang dapat disetor langsung oleh wajib 

pajak seperti mobil keliling PBB. 

c. Untuk terus meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan 

Daerah atau yang lebih spesifik terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu 

dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-
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P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan 

(misalnya teknologi) dan menambah mitra untuk bekerjasama (perluasan 

tempat pembayaran PBB-P2, tidak hanya di Bank Jatim saja). 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian, tidak hanya 

di satu daerah, misalnya wilayah Jawa Timur. Sehingga dapat dilihat dan 

dibandingkan hasilnya dengan kota/kabupaten lain se-Jawa Timur, 

misalnya Eks Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo, 

Banyuwangi). 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktunya, misalnya 

10 tahun. Semakin panjang rentang waktu yang digunakan, maka semakin 

akurat bila dilakukan peramalan. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan metode analisis yang 

berbeda atau dengan metode penilaian kinerja yang berbeda, agar dapat 

dinilai dari banyak faktor, seperti dari segi pelayanannya. 
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LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Perbedaan sebelum sama sesudah pengalihan apa saja Pak? 

2. Bagaimana menetapkan besarnya biaya pemungutan PBB-P2? 

3. Menurut hasil perhitungan, tingkat efisiensi sebelum dan sesudah menurun, dimana 

semakin kecil tingkat efisiensi semakin bagus, dan secara keseluruhan tergolong 

“sangat efektif”.  

Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa / faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

efisiensi penerimaan PBB-P2?  

4. Menurut hasil perhitungan, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah naik tetapi 

masih tergolong kurang, dimana dari 2011-2014 terus naik dan di tahun 2013 terjadi 

kenaikan yang signifikan. Semakin tinggi tingkat efektivitas semakin baik.  

Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa / faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

efektivitas penerimaan PBB-P2? 

5. Apakah ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi Pak? 

6. Pengawasan dilakukan oleh siapa Pak? 
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LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA 

 

Nama : Bapak Hendra 

Jabatan : Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

Hari, Tanggal : Senin, 14 Desember 2015 

Tempat : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

 

1. Perbedaan proses pemungutan sebelum sama sesudah pengalihan apa saja Pak? 

Jawab: 

“Kalau dulu semuanya dari KPP, kita hanya terima SPPT dari KPP, kita yang 

ngirim, kita yang mungut. Semua permasalahan dan lain sebagainya biaya 

pemungutan juga KPP semua. Kalau sekarang kita mulai dari mendata, 

menerbitkan, menagih, sampai ke mengatasi permasalahan dan pelaporan dinas 

semua. Jadi disitu perbedaannya.” 

2. Bagaimana menetapkan besarnya biaya pemungutan PBB-P2 sebelum dan 

sesudah pengalihan? 

Jawab: 

“Untuk BOP, sebelum pengalihan ditetapkan oleh pusat sebesar 9%, dan setiap 

bulan sebelum dibagikan, kita harus rekon dulu ke Surabaya. Karena melibatkan 

beberapa pihak baik KPP, Pemprov Jatim, dan Pemkab. Setelah itu, (tahun 2013) 

dihitung per lembar SPPT yang diterima. Misalkan kelurahan Sumbersari SPPT nya 

30 ribu itu dikalikan 2500 jadi 60 juta. Kalau sekarang menggunakan persentase 

mulai 2014. Ini BOP untuk tim desa/kelurahan dan tim kecamatan. Sekarang untuk 

desa/kelurahan itu 5%. Jadi misalkan bakunya satu milyar, dia dapat BOP untuk 

pemungutannya itu 50 juta. Sedangkan untuk kecamatan ini 1% dari target 

kecamatan, jadi kalau targetnya 7 milyar dia dapat 70 juta. Kalau dulu pusat 

menentukan biaya pemungutan nggak ada indikator kinerjanya, pokok kamu 

realisasinya sekian dikasih 9%. Kalau sekarang, ada tahapan-tahapan. Tahap 

pertama 25%, tahap kedua 50%, tahap ketiga 75%, tahap keempat 100%. Jadi untuk 
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memacu kinerja itu, BOP diberikan kalau realisasinya sudah mencapai tahapan. 

Tahap pertama misalkan Bulan Mei sudah sampai 50%, jadi dua tahap langsung kita 

cairkan. Mei cuma 25%, cuma satu tahap. Mei dapat 100%, ya kita berikan semua. 

Jadi nggak bareng. Semakin cepat realisasinya, semakin cepat pencairan BOP nya.” 

3. Mengenai insentif yang diberikan ke petugas pemungut, besarnya ditetapkan 

berapa? 

Jawab: 

“Untuk besarnya kita mengacu ke SK Bupati yang tiap tahun berubah, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian insentif pun diberikan sesuai 

tahapan” 

4. Menurut hasil perhitungan, tingkat efisiensi sebelum dan sesudah menurun, 

dimana semakin kecil tingkat efisiensi semakin bagus, dan secara keseluruhan 

tergolong “sangat efektif”.  

Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa/faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi efisiensi penerimaan PBB-P2? 

Jawab: 

“Kalau dilihat dari biaya pemungutannya, selama ini kan (sebelum pengalihan) 

mereka kerja itu berapapun dapat uang, kalau kita kan (setelah pengalihan) enggak 

karena semua berbasis kinerja. Kita pola, pemberian Biaya Operasional 

Pemungutan kepada petugas di wilayah itu harus mencapai kinerja tertentu. 

Tahapan-tahapan itu mulai dari 25%, 50%, 75%, sama 100%. Jadi setiap tahapan 

itu mereka berhak kita usulkan pencairan Biaya Operasional Pemungutan. Jadi 

misalkan targetnya 100 juta, dia merealisasikan 25 juta dulu baru bisa mencairkan 

tahap pertama. Tapi itu tidak kaku, jadi misalkan dia dibagi sekarang SPPT nya 

Bulan Maret, Bulan Maret itu juga lunas ya langsung kita berikan 100%. Jadi siapa 

cepat, dia dapatnya juga cepat. Terus selain itu juga, kita tambahkan yang lunas di 

bulan-bulan tertentu kita berikan hadiah memang, penghargaan untuk mereka yang 

berprestasi kan. Jadi misalkan Bulan Agustus dia lunas, dia dapat sekian persen dari 

totalnya. Misalkan pokok ketetapannya 100 juta satu desa itu, Bulan Agustus dia 
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lunas, misalkan rewardnya 8%, jadi dia dapat 8 juta rewardnya tok itu, selain biaya 

pemungutan. Cuman beberapa tahun ini serapannya minim. Jadi nggak terlalu 

banyak desa yang dapat reward, karena pelunasan kita batasi di bulan tertentu aja 

sebelum jatuh tempo. Paling lambat biasanya Bulan Oktober itu yang terakhir 

mendapat reward, pelunasan setelah bulan itu kita nggak beri reward. Lah 

sedangkan jamannya KPP dulu tidak pengaruh dia realisasinya berapapun tetap 

dicairkan. Ya memang kita jadi terkesan tidak adil. Mereka mungut dapat 10% pun 

tapi kan mereka kerja sebenarnya. Cuma kan ya kita punya target juga, ya sama 

mereka juga punya target. Jadi kita bebankan pada mereka target-target itu. Itu yang 

terkait efisiensi. Kalau dulu kita ketat, BOP-BOP yang tidak memenuhi target ya 

hangus. Setelah lewat tahun anggaran ya kita nggak berikan lagi. Cuma akhir-akhir 

ini kita agak longgar. Jadi yang diatas 50%, pencairan realisasi tahap 2 telah 

diberikan misalnya, terus dia sampai Bulan Maret itu masih bisa 65%, 15% BOP 

sisanya itu kita berikan. Cuma kita batasi Bulan Maret tahun berikutnya. Sedangkan 

dulu waktunya KPP nggak ada kayak gitu, ya berapapun realisasinya tetep diberikan 

(biaya pemungutannya).” 

5. Menurut hasil perhitungan, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah naik tetapi 

masih tergolong kurang, dimana dari 2011-2014 terus naik dan di tahun 2013 

terjadi kenaikan yang signifikan. Semakin tinggi tingkat efektivitas semakin baik.  

Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa/faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2? 

Jawab: 

“Sebenarnya ada faktor internal dan eksternal. Jadi kalau internal ini dari Dinas 

Pendapatan sendiri ya keterbatasan personil, makanya kita sampai melibatkan Desa 

dan Kelurahan. Logikanya sebenarnya kalau bisa sih kita semua yang nangani. 

Cuma kalau dari internal rata-rata kita bisa tanggulangi lah. Yang banyak itu dari 

eksternal, mulai kinerja petugas dibawah itu juga berpengaruh. Dan itu sendiri juga 

dipengaruhi banyak faktor juga, ada yang karena SDM nggak mampu, ada yang 

karena kinerja sudah titik jenuh jadi kurang bagus, ada juga faktor politik, jadi 
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kepemimpinan itu penting. Jaman Pak Jalal masih aktif, target PAD 500 Milyar 

waktu itu. Otomatis semua SKPD digenjot untuk penerimaannya, termasuk kita 

rutin ngadakan evaluasi ke desa yang persentasenya dibawah. Lurahnya/camatnya 

suruh berdiri kalau realisasinya kecil. Memang bukan Pak Bupati sendiri yang 

mengevaluasi, biasanya Pak Wakil atau Pak Sekda. Cuma itu efektif. Selain itu juga 

adanya persyaratan pencairan Realisasi Dana Desa juga itu dulu dikaitkan dengan 

PBB. Kita dulu diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi, kaitan capaian 

realisasi. Jadi misalkan desa pembangunannya sekian, realisasinya masih dibawah, 

nggak bisa mencairkan. Jadi desa juga realisasinya harus digenjot. Banyak desa 

yang nggak bisa mencairkan. Kalo top manajernya kenceng ya otomatis pengaruh 

pada kinerja semuanya. Pemungutan itu kan ada kelembagaanya, mulai dari tingkat 

kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Jadi masing-masing kelembagaan itu 

ada penanggungjawabnya sendiri. Nah yang selama ini nggak berjalan dengan baik 

itu di tingkat kecamatan, cuma beberapa yang mengoptimalkan timnya. Terus kalau 

ditingkat desa, kadang-kadang petugasnya nggak jalan. Banyak faktor sih. Cuma 

memang tahun sekarang ini kita agak longgar karena juga top manajernya nggak 

ada. Akhirnya nggak pernah ada rapat, terus kita mau mengadakan evaluasi, kita 

mau turun, takut disangka yang macam-macam. Akhirnya pengaruh sih 

kesemuanya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak penyalahgunaan juga. 

Banyak kasus yang nggak disetor ke petugas dinas atau ke Bank Jatim. Akhirnya 

wajib pajak tercatat belum bayar, padahal realitanya dia sudah bayar. Saya yakin 

kok masyarakat nggak mungkin nggak bayar, paling yang bandel hanya satu dua 

aja. Cuma kita nggak punya instrumen sampai kesana, karena juga momennya 

nggak enak sekarang. Ya nggak tahu tahun 2016 barangkali mungkin bisa lebih baik 

lagi. Sepanjang saya duduk disini penerimaan paling buruk tahun 2015 ini. Biasanya 

kalau tidak dikaitkan dengan pencairan Dana Desa, saya memperhatikan dari tahun 

ke tahun itu realisasi kita bisa sampai 70%. Nah sekarang dengan dipegang dinas, 

kita sudah mensyaratkan dipelayanan dan segala macam, masih dibawah 60% untuk 

akhir Bulan Oktober 2015.”  
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6. Apakah ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi pak? 

Jawab: 

“Mengenai kecurangan dibawah itu sebenarnya ada sanksi. Kadang-kadang kita 

masih berusaha persuasif. Kalau yang saya temukan, rata-rata mereka 

menyelesaikan, entah dengan cara diangsur atau langsung dibayar cash. Kalau 

jumlahnya besar biasanya diangsur. Masalahnya kalau kita limpahkan ke kepolisian 

pasti masuk penjara itu. Jadi kita nggak sampai hati juga. Biasanya kita takut-takuti, 

kita periksa aja mereka udah takut.” 

7. Pengawasan dilakukan oleh siapa Pak? 

Jawab: 

“Kalau pengawasan dulu bagian saya, masuk di penagihan. Tapi mulai 2015, 

pengawasan sudah dibentuk seksi sendiri. Jadi dia rutin ngadakan evaluasi tiap 3 

bulan. Kalau saya dulu gini, evaluasi nggak perlu semua lah, kan kelihatan dari data 

yang masuk itu mana yang jelek itu aja kan. Kalau yang bagus kita panggil juga 

ngapain. Jadi kalau saya dulu kita datangi desa yang minim, ya itu diplomatis ya 

bagaimana caranya, apa setengah ditakut-takutin, setengah persuasif. Cuma desa 

tertentu itu memang agak sulit kadang, jadi harus ditekan. Tapi biasanya kita 

evaluasi, kita cek pembukuannya aja, nggak usah nunggu besok mereka sudah bayar 

duluan biasanya. Mulai tahun 2015, kita kirim surat tagihan untuk melunasi 

tunggakan-tunggakan. Karena setiap tahun kan kita di audit BPK itu kan piutangnya 

yang diaudit. Kita pakai strata dengan menggunakan aplikasi, jadi kalau kita 

terbitkan surat tagihan semua kan nggak mungkin dengan biaya yang besar. Selain 

menagih juga sekalian identifikasi objek dan subjek pajak, tidak menutup 

kemungkinan objek maupun subjek pajak itu bermasalah. Dari situ nanti kita tandai 

lewat aplikasi itu kita punya database, dari sekian itu yang bermasalah sekian, 

akhirnya bisa ketemu piutang riilnya berapa. Karena data yang dari KPP tidak 

semuanya data valid.” 
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LAMPIRAN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 

Tahun Biaya Operasional Pemungutan 

2011  Rp                      1.495.143.669,06  

2012  Rp                      1.535.949.792,18  

2013  Rp                      1.367.899.500,00  

2014  Rp                      1.582.639.751,00  
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 
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